
	BAB II

RENCANA PENOMORAN



	1
UMUM



	1.1
	‘Nomor’ merupakan sumber daya nasional yang terbatas. Oleh karena itu pengalokasian  blok-blok nomor kepada penyelenggara untuk keperluan jaringan dan pelayanan masing-masing dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi (Ditjen POSTEL) atas nama pemerintah. Selanjutnya penggunaan dan pengaturan blok nomor yang telah dialokasikan dilakukan oleh penyelenggara sendiri. Rencana Penomoran ini dimaksudkan sebagai sarana untuk menunjang pelaksanaan pengaturan di tingkat pemerintah/Ditjen POSTEL. 

Tujuan akhir dari Rencana Penomoran ialah menyediakan nomor yang tidak ada duanya (unik/unique) dalam suatu wilayah penomoran (lokal),  atau dalam satu negara (nasional) atau di seluruh dunia (internasional) untuk :



	
	· pelanggan telepon pada jaringan tetap dan jaringan bergerak;

· pelanggan jaringan jenis lain (seperti  jaringan data, dsb.);

· nomor pribadi (personal numbering), seperti dalam pelayanan UPT (universal personal telecommunication);

· jenis-jenis jasa telekomunikasi tertentu seperti Freephone, Paging, Teleinfo (kiosk), Panggilan Kartu Kredit dan sebagainya.



	1.2
	Rencana Penomoran ini memberikan pokok-pokok tentang pengaturan dan pengalokasian nomor untuk penyelenggaraan telekomunikasi yang berada di dalam lingkup nasional. Penyajiannya dititik-beratkan pada jasa teleponi dasar, baik yang melalui jaringan tetap maupun yang melalui jaringan bergerak, dalam lingkungan multi-penyelenggara yang kompetitif. 



	1.3
	Deregulasi dalam penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia, khususnya yang menggunakan jaringan tetap, akan membuka kompetisi antar penyelenggara, dengan tampilnya penyelenggara-penyelenggara baru dalam penyelenggaraan jaringan lokal, jarak jauh maupun internasional, serta berbagai penyelenggaraan jasa yang terkait dengan pemanfaatan jaringan-jaringan tersebut. Dalam lingkungan multi-penyelenggara yang kompetitif semua penyelenggara harus mendapat perlakuan yang sama, dalam kewajiban maupun dalam hak. Implikasinya dalam aspek penomoran adalah sebagai berikut:



	
	a)
Di setiap wilayah lokal, penyelenggaraan jasa teleponi baru melalui jaringan tetap lokal harus mendapat alokasi nomornya sendiri karena masing-masing akan mempunyai pelanggan baru. Hal ini mengharuskan semua pihak yang berkepentingan untuk mengatur penggunaan nomor secara lebih efisien;

b)
Sejauh ketentuan perizinan memungkinkan, penyelenggaraan jaringan 
tetap lokal baru harus mendapat kesempatan untuk menawarkan jasa  
yang sudah ditawarkan oleh penyelenggaraan lama, disamping juga 
menawarkan jasa lain yang baru. Jasa-jasa ini harus dapat diakses juga 
oleh pelanggan dari jaringan lokal lain di wilayah lokal yang sama, dengan 
cara yang sama;

c)
Kehadiran lebih dari satu penyelenggaraan jasa jaringan SLJJ akan 
memberikan kemungkinan bagi pelanggan untuk memilih jaringan SLJJ 
yang akan digunakannya. Untuk keperluan itu bagi setiap 
penyelenggaraan jaringan SLJJ harus dialokasikan kode akses (prefiks) 
jaringan SLJJ yang berbeda. Jumlah kode akses jaringan SLJJ yang 
harus disediakan diperkirakan akan cukup besar, mengingat luas dan 
beragamnya wilayah negara Republik Indonesia.

d)
Penyelenggaraan jaringan sambungan internasional diperkirakan akan 
bertambah dari jumlah yang ada sekarang. Sehubungan dengan itu ruang 
penomoran untuk prefiks internasional perlu diperbesar, untuk 
menampung kebutuhan baru.

e)
Jasa multimedia yang sudah mulai tumbuh dengan menyebarnya jasa 
internet secara luas di Indonesia, harus dapat diakses dari bagian 
jaringan yang lama maupun yang baru.

f)
Salah satu jasa multimedia yang diperkirakan akan tumbuh subur ialah 
ITKP (Internet Teleponi untuk Keperluan Publik) atau VoIP (Voice over 
Internet Protocol), yaitu penyelenggaraan jasa sambungan teleponi jarak 
jauh nasional dan/atau  sambungan teleponi internasional melalui jaringan 
internet, atau jaringan lain, dengan menggunakan protokol internet (IP) 
yang sesuai. ITKP terutama ditujukan untuk pelanggan PSTN, namun 
dalam perkembangan selanjutnya tidak tertutup kemungkinan akan 
meluas ke pelanggan STBS. Untuk penyelenggaraan ITKP ini akan 
diperlukan kode akses bagi setiap penyelenggaranya. 

ITKP berpotensi untuk menjadi pesaing bagi penyelenggaraan jaringan SLJJ dan/atau penyelenggaraan jaringan SLI, disebabkan oleh  biayanya yang relatif murah, meskipun harga murah tersebut disertai dengan penurunan mutu pelayanan, jika dibandingkan dengan SLJJ atau SLI yang biasa. Oleh karena itu format kode akses yang dipakai harus dapat memberikan cukup informasi kepada pemakai jasa telekomunikasi untuk membedakan antara penyelenggaraan jasa ITKP dan  penyelenggaraan jaringan SLJJ dan/atau jaringan SLI.   

g)
Penyelenggara lama harus mengadakan berbagai penyesuaian, termasuk 
penyesuaian dalam sistem penomorannya, yang dengan sendirinya 
menimbulkan beban biaya yang tidak sedikit dan membutuhkan waktu 
transisi yang memadai. Akan diperlukan solusi yang baik, agar di satu 
pihak pemenuhan kebutuhan para pelanggan dan penyelenggara baru 
tidak terganggu, dan di lain pihak penyelenggara lama tidak harus terlalu 
berat menanggung beban biaya.  



	1.4
	‘Number Portability’ merupakan fasilitas pelanggan yang berkaitan erat dengan lingkungan multi-penyelenggara di tingkat lokal, yang cepat atau lambat akan diimplementasikan juga di Indonesia sebagaimana diimplementasikan di negara-negara lain. Number portability memungkinkan pelanggan telepon yang berpindah penyelenggara (di dalam wilayah penomoran yang sama) untuk tetap mempergunakan nomor telepon yang seharusnya berlaku di lingkungan penyelenggara yang ditinggalkannya. Ini berarti panggilan ke nomor yang dimaksud, dengan satu atau lain cara, harus dialihkan (re-routed) ke tempat tujuannya yang baru. Untuk itu diperlukan kerja sama yang baik antara semua penyelenggara, meliputi aspek teknis maupun non-teknis. 

Pelaksanaan number portability akan dilakukan secara bertahap dan diatur tersendiri di luar FPT Nasional 2000 ini dengan memperhatikan kemampuan perangkat telekomunikasi yang sudah ada dan kesiapan seluruh penyelenggara lokal yang akan terlibat.

	2
TERMINOLOGI DAN DEFINISI



	
	Istilah-istilah yang digunakan dalam Rencana Penomoran ini mempunyai arti sebagai berikut:



	
	(a)
Jaringan telekomunikasi,

adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi. Dalam Rencana Penomoran ini, yang dimaksud dengan jaringan telekomunikasi adalah jaringan yang dikelola oleh satu penyelenggara. Tergantung kepada fungsinya, dapat dibedakan antara: jaringan tetap lokal, jaringan tetap SLJJ, jaringan tetap sambungan internasional, jaringan bergerak seluler, dan sebagainya.

(b)
Pelanggan,

adalah istilah yang digunakan sebagai nama umum untuk pihak/individu yang memperoleh manfaat langsung dari penggunaan fasilitas jaringan dalam penyelenggaraan hubungan ujung-ke-ujung. Dengan demikian istilah pelanggan mewakili seluruh pemakai, baik yang berlangganan maupun yang tidak berlangganan.

Dalam hal-hal tertentu istilah pelanggan harus diartikan sebagai pesawat terminal pelanggan. Dalam penyediaan jasa IN, pelanggan adalah pihak  (pemilik nomor) yang menyediakan pelayanan melalui IN.



	
	(c)
Penyelenggara, 

adalah pihak yang memperoleh izin untuk menyelenggarakan jaringan atau jasa telekomunikasi. Tergantung kepada jenis izin yang diberikan, dapat dibedakan antara lain: penyelenggara jaringan tetap lokal, penyelenggara jaringan SLJJ, penyelenggara jaringan SI, penyelenggara jaringan bergerak seluler, penyelenggara jasa teleponi dasar, dan sebagainya. 

Dalam hal-hal tertentu, istilah penyelenggara harus diartikan sebagai penyelenggaraan (pengoperasian) jaringan atau jasa yang berkaitan dengan izin yang telah diberikan. 

(d)
Prefiks, 


adalah suatu indikator yang terdiri atas satu digit atau lebih, yang memungkinkan pemilihan berbagai jenis format nomor (lokal, nasional dan internasional), pemilihan jaringan, atau pemilihan jenis jasa tertentu. Prefiks bukan bagian dari nomor dan tidak diteruskan ke batas antar-jaringan atau ke batas jaringan internasional.

(e)
Prefiks Nasional, 

adalah digit yang digunakan oleh pelanggan untuk mengawali pembuatan sambungan  ke pelanggan lain  di luar wilayah atau di luar sistem penomoran pelanggan pemanggil.

(f)
Prefiks SLI,

adalah kombinasi digit yang digunakan untuk mengindikasikan bahwa nomor yang di belakangnya adalah Nomor Internasional. Prefiks SLI mencirikan penyelenggara jaringan sambungan internasional tertentu, dan digunakan oleh pelanggan dalam pembuatan sambungan SLI, untuk memilih jaringan sambungan internasional yang akan menyalurkan panggilannya.

(g)
Prefiks SLJJ, 

adalah kombinasi digit terdiri atas prefiks nasional dan suatu kode yang mencirikan penyelenggara jaringan SLJJ tertentu. Prefiks SLJJ digunakan oleh pelanggan dalam pembuatan sambungan langsung jarak jauh (SLJJ), untuk memilih jaringan SLJJ yang akan menyalurkan panggilannya.

(h)
Prefiks ITKP,

adalah kombinasi digit yang mencirikan penyelenggara jasa ITKP 1-tahap. Prefiks ITKP digunakan oleh pelanggan dalam pembuatan sambungan jarak jauh nasional, atau sambungan internasional, untuk memilih penyelenggara jasa ITKP yang akan menyalurkan panggilannya.     

(i)
Kode Akses, Access Code,
adalah kombinasi digit yang harus diputar oleh pelanggan untuk mengakses suatu jaringan, atau jalur, atau pelayanan tertentu. Dengan demikian ‘Kode Akses’ merupakan istilah umum yang dapat digunakan untuk mengganti istilah-istilah lain seperti prefiks, Kode Tujuan Nasional (NDC) dan sebagainya berdasarkan konteksnya masing-masing.

(j)
Kode Negara, Country Code (CC),

adalah kombinasi dari satu, dua, atau tiga digit yang berfungsi sebagai identitas bagi negara yang dituju oleh suatu panggilan.

(k)
Kode Tujuan Nasional, National Destination Code (NDC),

adalah bagian dari Nomor (Signifikan) Nasional yang berfungsi untuk mencirikan suatu wilayah penomoran geografis, disebut Kode Wilayah, atau yang mencirikan suatu jaringan, disebut Kode Akses Jaringan, atau yang mencirikan suatu layanan (service) tertentu, disebut Kode Akses Pelayanan.

(l)
Kode Wilayah, Area Code,

adalah salah satu bentuk dari NDC, berupa kombinasi beberapa digit yang berfungsi sebagai identitas bagi suatu wilayah penomoran geografis tertentu.

(m)
Mobile Subscriber International ISDN Number (MSISDN),

adalah nomor internasional untuk pelanggan/terminal Sistem Telekomunikasi Bergerak Seluler (STBS), terdiri atas Kode Negara dan Nomor (Signifikan) Nasional Mobil.

(n)
Nomor Internasional, International Number (IN),

 adalah identitas perangkat pelanggan yang tidak ada duanya di tingkat internasional, terdiri atas Kode Negara dan Nomor (Signifikan) Nasional.  

(o)
Nomor (Signifikan) Nasional, National (Significant) Number  [N(S)N],

adalah bagian dari nomor internasional di belakang Kode Negara. Dalam lingkup nasional, N(S)N adalah nomor yang harus diputar setelah prefiks oleh pelanggan pemanggil untuk menghubungi pelanggan di luar wilayah atau di luar sistem penomorannya sendiri.

(p)
Nomor (Signifikan) Nasional Mobil, mobile national (significant) number , 

adalah N(S)N untuk pelanggan/terminal Sistem Telekomunikasi Bergerak Seluler (STBS)

(q)
Nomor Nasional Pelayanan,
adalah sebutan setara dengan N(S)N, yang digunakan dalam penomoran bagi layanan (services) yang berlingkup nasional. Nomor Nasional Pelayanan merupakan identitas suatu pelanggan yang menyediakan jenis jasa telekomunikasi tertentu (misalnya panggilan kartu kredit, teleinfo, pelayanan Intelligent Network lain), dan yang digunakan oleh pelanggan pemanggil untuk mengakses jasa yang dimaksud.

(r)
Nomor Pelanggan, Subscriber Number (SN),

adalah nomor yang menjadi identitas pelanggan di dalam suatu jaringan, atau di dalam suatu wilayah penomoran.

(s)
Nomor khusus,

adalah nomor pelanggan telepon yang diperpendek yang diberikan kepada badan atau institusi tertentu, dengan maksud agar masyarakat mendapat kemudahan jika hendak berhubungan dengan badan atau institusi yang bersangkutan. 

Berdasarkan penggunaannya nomor khusus dibagi dalam 3 kategori berikut:

-
Nomor Pelayanan Darurat, ialah nomor khusus yang digunakan untuk mengakses instansi yang menangani masalah-masalah darurat, yaitu: polisi, ambulans, pemadam kebakaran, dan SAR.  

-
Nomor Pelayanan Pelanggan, ialah nomor khusus yang digunakan untuk mengakses pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara telekomunikasi, dengan tujuan untuk mempermudah atau mempercepat pelayanan kepada pelanggannya.  

-
Nomor Pelayanan Umum, ialah nomor khusus yang digunakan untuk mengakses badan atau institusi tertentu, bukan penyelenggara telekomunikasi, yang berurusan dengan kepentingan masyarakat luas, dengan tujuan untuk mempermudah atau mempercepat pelayanan kepada  masyarakat.  

(t)
Wilayah penomoran, 

adalah wilayah geografis terbatas yang merupakan wilayah pelayanan  bagi suatu sistem penomoran dalam jaringan telepon tetap. Wilayah penomoran juga dinamakan ‘wilayah lokal’. Setiap wilayah penomoran mempunyai kode wilayahnya sendiri untuk membedakannya dari wilayah penomoran yang lain.  



	3
PRINSIP RENCANA PENOMORAN



	
	Penomoran dalam penyelenggaraan jaringan dan/atau jasa telekomunikasi umum di Indonesia mengacu kepada Rekomendasi ITU-T E.164, kecuali untuk jaringan data umum (PDN = Public Data Network) yang mengacu kepada Rekomendasi ITU-T X.121.



	3.1
Penomoran berdasarkan Rekomendasi ITU-T E.164



	3.1.1
	Penomoran dalam penyelenggaraan telekomunikasi umum di Indonesia mengacu kepada  struktur yang diberikan pada butir 6.2.1 Rekomendasi ITU-T E.164 (05/97). Sistem telekomunikasi pada jaringan tetap, sistem telekomunikasi pada jaringan bergerak, dan juga jasa nilai tambah (lihat KM. 21 Tahun 2001) yang bersifat nasional menggunakan struktur yang sama.

Berdasarkan rekomendasi ITU-T tersebut, Nomor Internasional untuk pelanggan terdiri atas Kode Negara dan Nomor (Signifikan) Nasional seperti diperlihatkan pada Gambar 1.
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Gambar 1 : Struktur penomoran menurut Rekomendasi ITU-T  E.164  
	3.1.2
	Panjang maksimum nomor internasional adalah 15 digit. Kode negara Indonesia yang dialokasikan oleh ITU-T terdiri atas 2 digit (yaitu 62). Dengan demikian tersedia sebanyak 13 digit  untuk Nomor (Signifikan) Nasional.



	3.1.3
	Kode Tujuan Nasional (NDC) mencakup dua kategori penomoran, yaitu :



	
	· yang mengandung indikasi geografis: dalam hal ini NDC berfungsi sebagai Kode Wilayah yang mencirikan suatu wilayah penomoran tertentu;

· yang tidak mengandung indikasi geografis: dalam hal ini NDC berfungsi sebagai Kode Akses Jaringan yang mencirikan jenis jaringan, atau sebagai Kode Akses Pelayanan yang mencirikan jenis jasa yang ditawarkan.



	
	Penerapannya dalam penomoran untuk penyelenggaraan jaringan dan/atau jasa telekomunikasi di Indonesia adalah sebagai berikut:



	
	a) Untuk penyelenggaraan jasa teleponi dan ISDN melalui jaringan tetap dihasilkan nomor untuk pelanggan yang tidak ada duanya di tingkat lokal, nasional maupun internasional.


	Tingkat lokal -
	 
	
	 
	Nomor

Pelanggan


	Tingkat nasional -
	 
	NDC

(Kode Wilayah)
	+
	Nomor

Pelanggan


	Tingkat 

internasional -
	Kode

Negara
	+
	NDC

(Kode Wilayah)
	+
	Nomor

Pelanggan


	
	b) Untuk penyelenggaraan jasa teleponi melalui jaringan bergerak dihasilkan nomor untuk terminal pelanggan yang tidak ada duanya di tingkat nasional dan internasional.


	  Tingkat nasional -
	 
	
	NDC

(Kode Akses Jaringan)
	+
	Nomor

Pelanggan


	Tingkat   

internasional -
	Kode

Negara
	+
	NDC

(Kode Akses Jaringan)
	+
	Nomor

Pelanggan


	
	Nomor Pelanggan hanya dapat berfungsi jika digunakan bersama-sama dengan kode akses jaringan.


	
	c) Untuk penyelenggaraan jasa dengan liputan nasional,  dihasilkan nomor untuk pelanggan pelayanan yang tidak ada duanya di tingkat nasional. Struktur di tingkat internasional dapat dibuat, jika diperlukan.


	Tingkat nasional -
	
	
	NDC

(Kode Akses Pelayanan)
	+
	Nomor

Pelanggan


	Tingkat 

Internasional -
	Kode

Negara
	+
	NDC

(Kode Akses Pelayanan)
	+
	Nomor

Pelanggan


	
	Nomor Pelanggan hanya dapat berfungsi jika digunakan bersama-sama dengan kode akses pelayanan.



	3.2
Penomoran berdasarkan Rekomendasi   ITU-T X.121



	3.2.1
	Untuk penomoran/pengadresan dalam jaringan data umum (public data network, PDN), Rekomendasi ITU-T X.121 mendefinisikan Nomor Data Internasional (International Data Number) suatu pelanggan PDN seperti diberikan dalam Gambar 2.



	3.2.2
	DCC dialokasikan oleh ITU-T, sedang ND untuk Indonesia ditetapkan oleh Ditjen POSTEL atas nama Pemerintah.


	DNIC

(4 digit)
	NTN

(Nomor Terminal Nasional, maks 10 digit)

	

	Atau
	
	

	DCC

(3 digit)
	ND

(1 digit)
	

	
	

	
	


DNIC     Data Network Identification Code
DCC      Data Country Code

NTN      Network Terminal Number

ND         Network Digit

Gambar 2 :  Struktur Penomoran dan Pengadresan Pelanggan PDN
	3.2.3
	Penggunaan DNIC untuk jaringan data di Indonesia diberikan dalam LAMPIRAN 3. Pengalokasian Nomor Terminal Nasional dan perpanjangan nomor (number extension) diatur sendiri oleh penyelenggara.



	3.3

Kapasitas register digit untuk trafik internasional



	
	Rekomendasi ITU-T E.164 menetapkan, register yang digunakan dalam pemrosesan panggilan internasional harus mempunyai kapasitas digit yang cukup untuk menangani nomor internasional sampai maksimum 15 digit, tidak termasuk prefiks internasional. Dalam membangun perangkat sentralnya, penyelenggara jaringan perlu memperhatikan kebutuhan di lapangan yang sesungguhnya, termasuk akan digunakannya prefiks panjang untuk panggilan internasional, seperti pada prefiks ITKP yang menggunakan format 010XY (lihat 5.2.4).  



	3.4
Analisa digit



	3.4.1
	Rekomendasi ITU-T E.164 (05/97) menetapkan bagian dari nomor internasional yang perlu dianalisa di negara asal tidak melebihi 7 digit, terdiri dari Kode Negara (CC) dan Kode Tujuan Nasional (NDC). 

Dalam Rencana Penomoran FTP Nasional 2000 ini, jumlah (CC+NDC) yang terpanjang adalah 5 digit.  



	3.4.2
	Dalam panggilan jarak jauh, untuk keperluan ruting dan pembebanan, sentral asal  harus menganalisa sebanyak-banyaknya 7 digit dari Nomor (Signifikan) Nasional, terdiri dari Kode Wilayah dan Kode Sentral. Kode Sentral adalah 4 digit (atau 3 digit) pertama dari Nomor Pelanggan (lihat butir 5.3.6).  



	3.4.3
	Dalam panggilan lokal (panggilan di dalam wilayah penomoran yang sama), untuk keperluan ruting dan pembebanan, sentral asal harus menganalisa 4 digit (atau 3 digit) pertama dari Nomor Pelanggan (Kode Sentral).



	3.5 Kerja sama penomoran



	
	Kerja sama penomoran antara sistem penomoran berdasarkan Rekomendasi ITU-T E.164 dan X.121 dilakukan sesuai dengan Rekomendasi ITU-T E.166 / X.122.



	4
PROSEDUR PEMANGGILAN 



	4.1
Umum



	4.1.1
	Dalam jaringan telekomunikasi nasional Indonesia pemutaran nomor pelanggan yang dipanggil dilakukan setelah diterimanya nada pilih. Baik untuk panggilan nasional maupun internasional pemutaran digit dilakukan secara kontinyu tanpa menunggu datangnya nada-nada lain (misalnya nada pilih kedua).



	4.1.2
	Untuk membedakan jenis panggilan yang satu dari yang lain dilakukan pemilihan   dengan prefiks atau tanpa prefiks. Jenis prefiks yang digunakan dalam proses pemanggilan adalah:



	
	· Prefiks SLI, untuk panggilan internasional

· Prefiks Nasional, untuk panggilan jarak jauh nasional, dan juga untuk mengakses jaringan/pelayanan lain.



	4.2 Prosedur pemanggilan dalam penyelenggaraan jasa teleponi di lingkungan jaringan tetap (PSTN/ISDN)



	4.2.1

Panggilan lokal


	
	Untuk memanggil pelanggan lain di wilayah penomoran yang sama, pelanggan pemanggil hanya memutar Nomor Pelanggan saja. Tidak ada perbedaan apakah pelanggan pemanggil dan yang dipanggil berada dalam jaringan lokal yang sama atau dalam jaringan lokal yang diselenggarakan oleh penyelenggara yang berbeda. 


	Nomor Pelanggan


	4.2.2

Panggilan SLJJ (sambungan langsung jarak jauh)


	4.2.2.1
	Untuk membuat sambungan langsung jarak jauh pelanggan harus memilih jaringan SLJJ yang akan digunakan untuk menyalurkan panggilannya. Berkenaan dengan itu pelanggan mempunyai dua cara untuk membuat panggilan SLJJ :



	
	a)
Setiap kali membuat panggilan SLJJ, pelanggan memilih jaringan SLJJ 
yang akan digunakannya.

b)
Panggilan disalurkan melalui jaringan SLJJ yang ditetapkan oleh 
pelanggan berdasarkan kesepakatan praseleksi (carrier preselection) 
yang telah dibuat sebelumnya dengan penyelenggara jaringan lokal 
bersama-sama dengan penyelenggara jaringan SLJJ yang dipilihnya. 
Jaringan lokal melaksanakan pilihan sesuai dengan yang ditetapkan oleh 
pelanggan. Kesepakatan praseleksi berlaku terus sampai pelanggan 
meminta jaringan lokal untuk mengubahnya.


Adanya kesepakatan praseleksi ini tidak menghilangkan hak pelanggan 
untuk menggunakan cara a) setiap saat 
dia menghendakinya.



	4.2.2.2
	Untuk membuat panggilan SLJJ melalui jaringan SLJJ yang dipilihnya secara langsung per panggilan, pelanggan harus memutar Prefiks SLJJ, diikuti dengan Nomor (Signifikan) Nasional dari pelanggan yang dituju.



	 Prefiks SLJJ

01X
	+
	Kode  Wilayah

AB(C)
	+
	Nomor Pelanggan

YYYY … YYY


	4.2.2.3
	Untuk membuat panggilan SLJJ melalui jaringan SLJJ yang dipilih berdasarkan kesepakatan praseleksi, pelanggan harus memutar Prefiks Nasional, diikuti dengan  Nomor (Signifikan) Nasional dari pelanggan yang dituju.  


	Prefiks Nasional

0
	+
	Kode  Wilayah

AB(C)
	+
	Nomor Pelanggan

YYYY … YY


	4.2.3

Panggilan  SLI (sambungan langsung internasional)


	4.2.3.1
	Seperti halnya dengan panggilan SLJJ, pada dasarnya panggilan SLI dapat dilakukan melalui jaringan sambungan internasional yang dipilih oleh pelanggan secara langsung per panggilan, atau melalui jaringan sambungan internasional yang dipilih berdasarkan praseleksi. 

Kecuali ditetapkan lain oleh Ditjen POSTEL, untuk saat ini panggilan SLI dilakukan hanya dengan cara pelanggan memilih langsung (per panggilan) jaringan sambungan internasional yang akan digunakannya.



	4.2.3.2
	Untuk berkomunikasi dengan pelanggan di negara lain, melalui jaringan sambungan internasional yang dipilihnya sendiri, pelanggan Indonesia dapat melakukan dua macam panggilan SLI, yaitu:



	
	a) Panggilan internasional tanpa pemberitahuan biaya

Panggilan ini diproses jaringan tanpa permintaan dari pelanggan untuk memperoleh informasi tentang biaya percakapan. Untuk membuat panggilan ini, pelanggan harus memutar Prefiks SLI, diikuti dengan Nomor Internasional dari pelanggan yang dituju.


	Prefiks SLI

00X
	+
	Kode Negara

(negara tujuan)

P(Q)(R)
	+
	Nomor (Signifikan) Nasional

(negara tujuan)

YYYY ………. YYYYY


	
	b) Panggilan internasional dengan pemberitahuan biaya

Pemberitahuan biaya diberikan pada akhir percakapan dan dalam hal ini pelanggan pemanggil harus menyisipkan digit ‘0’ di belakang prefiks SLI, sebagai berikut:


	Prefiks SLI
	+
	0
	+
	Kode Negara

(negara tujuan)
	+
	Nomor (Signifikan) Nasional

(negara tujuan)


	4.2.3.3
	Dalam hal panggilan SLI harus disalurkan melalui jaringan SLJJ, disebabkan oleh tidak adanya interkoneksi langsung antara jaringan lokal asal dan jaringan SLI, pemilihan jaringan SLJJ dilakukan berdasarkan kesepakatan antara ketiga penyelenggara jaringan yang terkait, yaitu jaringan lokal asal, jaringan SLJJ dan jaringan sambungan internasional.



	4.2.4
	Panggilan ke nomor khusus 



	 
	Panggilan dari terminal pelanggan jaringan tetap ke nomor khusus, baik nomor ‘pelayanan darurat’, nomor ‘pelayanan pelanggan’ maupun nomor ‘pelayanan umum’, dilakukan dengan cara seperti panggilan lokal biasa, yaitu pelanggan memutar langsung nomor yang diberikan untuk pelayanan-pelayanan yang dimaksud.



	
	Catatan:

a)
Nomor khusus tidak dapat dipanggil melalui panggilan SLJJ. Panggilan ke nomor khusus diproses secara lokal dan disalurkan ke tujuan yang sudah ditetapkan dan disepakati antara pemegang nomor dan penyelenggara jaringan lokal yang melayaninya.

b)
Panggilan ke nomor pelayanan darurat tidak berbayar.

c)
Panggilan ke nomor pelayanan pelanggan dapat dikenai biaya percakapan lokal atau tidak dikenai biaya, tergantung pada jenis pelayanannya. Hal ini diatur sendiri oleh penyelenggara yang menyediakan pelayanan tersebut.

d)
Untuk panggilan ke nomor pelayanan umum berlaku tarif untuk panggilan lokal biasa.

	4.3
Panggilan oleh Operator Telepon (operator dialling)



	4.3.1
	Prosedur panggilan antar operator telepon dalam hubungan nasional diatur sendiri oleh penyelenggara  jaringan.



	4.3.2
	Untuk menghubungi pelanggan di negara lain, operator internasional Indonesia memutar nomor internasional pelanggan yang dituju, tanpa prefiks internasional,  dan diikuti dengan tanda ‘akhir informasi’ dengan menekan tombol ‘ST’ (Kode 15).


	Kode Negara
	+
	Nomor (Signifikan) Nasional
	+
	Akhir-informasi (kode 15)


	4.3.3
	Untuk menghubungi operator internasional di negara lain, operator internasional  Indonesia memutar  kombinasi angka dan kode berikut : 


	Kode

Negara
	+
	Digit bahasa

L
	+
	Kode Akses Penyelenggara

(kode 11 atau 12)
	+
	Akhir-informasi

(kode 15)


	
	Kode 11 digunakan untuk menghubungi ‘incoming  international operator’.

Kode 12 digunakan bila suatu panggilan internasional memerlukan pelayanan khusus, seperti “collect call”, dsb.



	4.3.4
	Bila seorang operator internasional Indonesia membangun ruas nasional pada suatu hubungan internasional, ia memutar nomor pelanggan nasional seperti halnya pelanggan biasa.



	Prefiks Nasional

0
	+
	Kode Wilayah

AB(C)
	+
	Nomor  Pelanggan

YYY … YYY


	4.4
Prosedur pemanggilan ke/dari terminal STBS



	4.4.1

Panggilan ke terminal STBS


	4.4.1.1
	Untuk memanggil terminal STBS dari terminal PSTN/ISDN atau dari terminal STBS lain, pelanggan harus memutar Prefiks Nasional diikuti dengan  Nomor (Signifikan) Nasional Mobil yang dituju, yaitu : Kode Akses Jaringan + Nomor Pelanggan STBS.



	Prefiks Nasional

0
	+
	Kode  Akses Jaringan

8XY
	+
	Nomor Pelanggan

YYY … YY


	 
	Dalam hal panggilan ini harus disalurkan melalui jaringan SLJJ, disebabkan oleh tidak adanya interkoneksi langsung antara jaringan asal dan jaringan STBS tujuan, pemilihan jaringan SLJJ dilakukan oleh jaringan lokal asal (atau oleh jaringan STBS asal, jika panggilan datang dari terminal STBS).



	4.4.1.2
	Tergantung pada tersedianya interkoneksi antara jaringan STBS dan jaringan SLJJ yang terkait, panggilan ke terminal STBS dari terminal PSTN/ISDN atau dari terminal STBS lain dapat dilakukan dengan  memutar Prefiks SLJJ sebagai pengganti Prefiks Nasional. Dalam hal ini panggilan disalurkan melalui jaringan SLJJ yang dipilih oleh pelanggan pemanggil.




	Prefiks SLJJ

0
	+
	Kode  Akses Jaringan

8XY
	+
	Nomor Pelanggan

YYY … YY


	4.4.2

Panggilan dari Terminal STBS


	4.4.2.1
	Panggilan ke terminal PSTN/ISDN dari terminal STBS dilakukan dengan memutar Prefiks Nasional diikuti dengan Nomor (Signifikan) Nasional terminal yang dituju.   


	Prefiks Nasional

0
	+
	Kode  Wilayah

AB(C)
	+
	Nomor Pelanggan

YYY … YY


	 
	Dalam hal panggilan ini harus disalurkan melalui jaringan SLJJ, disebabkan oleh tidak adanya interkoneksi langsung antara jaringan STBS asal dan jaringan lokal tujuan, maka pemilihan jaringan SLJJ dilakukan oleh jaringan STBS asal.


  

	4.4.2.2
	Tergantung pada tersedianya interkoneksi antara jaringan STBS dan jaringan SLJJ yang terkait, panggilan ke terminal PSTN/ISDN dari terminal STBS dapat dilakukan dengan  memutar Prefiks SLJJ sebagai pengganti Prefiks Nasional. Dalam hal ini panggilan disalurkan melalui jaringan SLJJ yang dipilih oleh pelanggan.


	Prefiks SLJJ

01X
	+
	Kode  Wilayah

AB(C)
	+
	Nomor Pelanggan

YYY … YYY


	4.4.2.3
	Panggilan ke pelayanan darurat dilakukan dengan memutar langsung nomor ‘112’. Panggilan dari terminal STBS ke nomor ini oleh MSC akan disalurkan ke pelayanan darurat yang paling dekat dengan lokasi pemanggil. Panggilan ke pelayanan darurat dari terminal STBS tidak berbayar.



	4.4.2.4
	Panggilan internasional ke pelanggan di negara lain dilakukan dengan cara yang diberikan pada butir 4.2.3. (panggilan SLI).



	4.5 Prosedur pemanggilan ke/dari terminal jaringan bergerak satelit



	4.5.1
	Untuk komunikasi antara dua terminal yang berada dalam pengendalian jaringan bergerak satelit yang sama digunakan prosedur pemanggilan internal yang diatur sendiri oleh penyelenggara jaringan yang bersangkutan.



	4.5.2
	Panggilan ke terminal jaringan bergerak satelit dari terminal PSTN/ISDN atau dari terminal STBS, atau arah sebaliknya, mengikuti prosedur pemanggilan yang berlaku untuk terminal STBS (lihat butir 4.4.1.1 dan 4.4.2.1). 



	
	Catatan:

Suatu sistem telekomunikasi satelit seperti yang didefinisikan sebagai ‘jaringan bergerak satelit’ dalam PP 52/2000 dapat dioperasikan secara patungan oleh beberapa negara yang berada di dalam jangkauan satelit yang digunakan. Sistem tersebut terdiri atas beberapa sub-sistem, masing-masing sub-sistem menjadi bagian dari jaringan nasional negara yang berbeda. Dalam kasus demikian, pengaturan dalam FTP Nasional 2000 ini hanya berlaku untuk sub-sistem yang merupakan bagian dari jaringan nasional Indonesia. Untuk memanggil terminal yang berada dalam pengendalian sub-sistem lain, pelanggan jaringan nasional Indonesia harus menggunakan prosedur pemanggilan sambungan internasional.


	4.6
Prosedur pemanggilan ke/dari terminal radio trunking



	4.6.1
	Untuk komunikasi antara dua terminal yang berada dalam pengendalian sistem radio trunking yang sama digunakan prosedur pemanggilan internal yang diatur sendiri oleh penyelenggara jasa radio trunking yang bersangkutan.



	4.6.2
	Sesuai dengan fungsinya menyediakan fasilitas komunikasi untuk lingkungan tertutup (closed user groups), pada dasarnya radio trunking tidak menyediakan fasilitas untuk menghubungkan dua terminal yang berada dalam pengendalian dua sistem radio trunking yang berbeda. Kalaupun harus diadakan karena sesuatu kebutuhan, hal itu akan diatur sendiri oleh para penyelenggara yang berkepentingan.



	4.6.3
	Panggilan ke terminal radio trunking dari terminal PSTN/ISDN atau dari terminal STBS, atau arah sebaliknya, mengikuti prosedur pemanggilan yang berlaku untuk terminal STBS (lihat butir 4.4.1.1 dan 4.4.2.1).  



	4.7
Prosedur pemanggilan ke pelanggan jasa Intelligent Network (IN)



	
	Panggilan dari terminal PSTN/ISDN atau dari terminal STBS ke pelanggan jasa IN nasional dilakukan dengan memutar Prefiks Nasional, diikuti dengan Nomor Nasional Pelayanan yang terdiri dari Kode Akses Pelayanan dan Nomor Pelanggan untuk pelayanan yang dimaksud.



	Prefiks Nasional

0
	+
	Kode  Akses Pelayanan

8XY
	+
	Nomor Pelanggan

YYY … YY


	
	Jasa IN yang dimaksud dalam bagian ini adalah pelayanan yang didefinisikan dalam Rekomendasi ITU-T Q.121X  atau yang sejenis dengan itu.



	
	Catatan:

Jasa IN yang diuraikan di atas tidak sama dengan Global Service yang didefinisikan dalam Rekomendasi ITU-T E.164, meskipun keduanya menggunakan struktur nomor yang sama, yaitu [PQR-xxxxxx…….]. Untuk mengakses jasa IN nasional, pelanggan Indonesia harus memutar [Prefiks Nasional + PQR-xxxxxx…], sedang untuk mengakses Global Service, pelanggan Indonesia harus memutar [Prefiks SLI + PQR-xxxxxx…..].   



	4.8
Prosedur pemanggilan dalam penyelenggaraan jasa ITKP



	4.8.1
	Jasa ITKP untuk pembuatan sambungan jarak jauh nasional dan/atau  untuk sambungan internasional dapat diberikan secara satu tahap atau dua tahap, tergantung pada izin penyelenggaraannya.   



	 4.8.2
	Untuk menggunakan jasa ITKP, pelanggan jasa teleponi harus terlebih dahulu memilih penyelenggara ITKP yang dikehendakinya, dengan memutar kode akses yang sesuai.

Secara umum jalur komunikasi untuk penyediaan jasa ITKP dapat digambarkan sebagai berikut (Gambar 3):

‘Jaringan IP’ menggunakan sistem pengadresan yang berbeda dengan sistem penomoran E.164 yang berlaku di PSTN dan STBS. Di titik akses ITKP dilakukan konversi dari sistem penomoran E.164 ke sistem pengadresan IP pada sisi pemanggil, dan konversi sebaliknya pada sisi tujuan. Karena itu, ditinjau dari penyelenggaraan hubungan ujung-ke-ujung, pada dasarnya penyediaan jasa ITKP untuk panggilan telepon jarak jauh atau panggilan telepon internasional tidak berbeda dengan pelayanan yang diberikan oleh jaringan SLJJ atau jaringan SI yang biasa.  




Gambar 3: Jalur komunikasi pada pelayanan ITKP

	4.8.3
	Untuk membuat panggilan internasional melalui ITKP satu tahap, pelanggan PSTN/ISDN dan pelanggan STBS di Indonesia harus memutar Prefiks ITKP, diikuti dengan nomor internasional pelanggan/terminal yang dituju. Prosedur ini tidak berbeda dengan prosedur pemanggilan internasional melalui jaringan tetap SI yang dipilih sendiri oleh pelanggan (lihat butir 4.2.3.2).


	Prefiks ITKP

010X
	+
	Kode  Negara

P(Q)(R)
	+
	Nomor(Signifikan)Nasional

YYYY … YYY


	4.8.4
	Untuk membuat panggilan jarak jauh nasional melalui ITKP satu tahap ke suatu terminal PSTN/ISDN, pelanggan PSTN/ISDN dan pelanggan STBS harus memutar Prefiks ITKP, diikuti dengan N(S)N terminal yang dituju. Prosedur ini tidak berbeda dengan prosedur pemanggilan SLJJ melalui jaringan tetap SLJJ yang dipilih sendiri oleh pelanggan (lihat butir 4.2.2.2).


	Prefiks ITKP

010X0
	+
	Kode Wilayah

AB(C)
	+
	Nomor Pelanggan

YYY … YY


	
	Catatan:

Prefiks untuk ITKP jarak jauh nasional ini diperoleh dengan menambahkan digit  ‘0’ dibelakang prefiks ITKP internasional pada butir 4.8.3.


	4.8.5
	Untuk membuat sambungan jarak jauh nasional atau sambungan internasional melalui jasa ITKP dua tahap, pelanggan PSTN/ISDN dan pelanggan STBS harus memanggil ‘nomor akses’ penyelenggara ITKP yang dikehendaki, diikuti dengan prosedur yang ditetapkan oleh penyelenggara jasa ITKP yang bersangkutan. 
Nomor akses untuk penyelenggaraan ITKP dua tahap  berupa nomor pelanggan telepon yang diperpendek (abbreviated number) yang dialokasikan untuk keperluan tersebut.



	4.9
Akses ke Internet Service Provider (ISP) 



	4.9.1
	Akses ke suatu ISP dari terminal yang tersambung ke jaringan PSTN/ISDN atau STBS dilakukan dengan memanggil nomor akses ISP yang bersangkutan. 

Atas pertimbangannya sendiri, dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku, penyelenggara ISP dapat memilih beberapa alternatif untuk digunakan sebagai nomor akses ISP, seperti:

· nomor pelanggan telepon tetap, yang diakses secara lokal atau secara SLJJ tergantung pada lokasi geografis si pemanggil terhadap lokasi titik akses ISP;

· nomor pelanggan telepon yang diperpendek (abbreviated number);

· nomor pelanggan jasa IN yang sesuai untuk keperluan itu;

· nomor akses yang disediakan oleh penyelenggara JTL-PS (lihat butir 4.10) apabila penyelengaraan ISP terkait dengan penyelenggaraan JTL-PS.



	4.10
Akses ke jaringan tetap lokal berbasis packet switched (JTL-PS)



	4.10.1
	Pelanggan yang terhubung ke jaringan PSTN/ISDN atau jaringan STBS,  mengakses suatu JTL-PS dengan tujuan mengakses jasa yang diselenggarakan melalui/oleh JTL-PS tersebut.  Untuk keperluan itu berlaku prosedur dua tahap sebagai berikut:

· pelanggan membuat sambungan fisik ke titik akses JTL-PS dengan memutar kode akses yang diberikan kepada JTL-PS yang bersangkutan,

dilanjutkan dengan

· pembuatan akses ke jasa yang dikehendaki dengan menggunakan prosedur yang diatur oleh penyelenggara JTL-PS dan penyelenggara jasa yang bersangkutan.



	4.10.2
	Prosedur dalam butir 4.10.1 tidak berlaku untuk jasa ITKP yang diselenggarakan melalui JTL-PS tersebut, karena sudah ada pengaturannya sendiri (lihat butir 4.8, 5.2.4 dan 5.2.5).



	5
FORMAT DAN PENGALOKASIAN NOMOR



	5.1
Umum



	5.1.1
	Untuk penomoran pelanggan, prefiks, kode wilayah, kode akses dan yang lain-lain, hanya digunakan kombinasi angka 0 – 9 [ ITU-T E.164 (05/97) butir 7.4.1 ]. Sedang untuk akses ke petugas pelayanan (operator) dan ke perangkat pengujian (testing) dan pemeliharaan digunakan kode over-decadic 11 sampai dengan 15. Akses ini tidak dapat dicapai oleh pelanggan biasa.



	5.1.2
	Papan-tombol pada pesawat pelanggan dan pesawat operator dilengkapi dengan ‘bintang’ (*) dan ‘pagar’ (#). Walaupun tidak digunakan untuk penomoran pelanggan, kedua ‘angka’ tersebut akan digunakan untuk inovasi pelayanan suplementer dan pengisian sub-adres pada pengadresan ISDN.



	5.2 Format dan pengalokasian prefiks

5.2.1

Prefiks SLI


	
	Format untuk Prefiks SLI adalah ‘00X’, di mana X = 1...9 mencirikan penyelenggara jaringan sambungan internasional. 



	5.2.2

Prefiks Nasional


	
	Prefiks Nasional adalah ‘0’, sesuai Rekomendasi ITU-T E.164 (05/97).



	5.2.3

Prefiks SLJJ


	
	Format untuk Prefiks SLJJ adalah ‘01X’, di mana X = 1 - 9 mencirikan penye-lenggara jaringan SLJJ.



	5.2.4

Prefiks ITKP


	5.2.4.1
	Prefiks untuk ITKP satu tahap, untuk pelayanan sambungan internasional, adalah ‘010X’, di mana  X = 0; 1 - 9  mencirikan penyelenggara jasa ITKP satu tahap.



	5.2.4.2
	Penyelenggara jasa ITKP yang sama, jika hendak menyediakan jasa ITKP satu tahap untuk  sambungan jarak jauh nasional, harus menggunakan prefiks dengan format ‘010X0’, di mana X adalah digit yang sudah digunakannya untuk pelayanan sambungan internasional pada butir butir 5.2.4.1).


	
	Catatan :
Untuk ITKP dua tahap digunakan nomor pendek ‘170XY’ sebagai kode akses, di mana XY (X,Y = 0, 1...9) mencirikan penyelenggara jasa ITKP dua tahap.


	5.2.5
	Kode Akses ke jaringan tetap lokal berbasis packet-switched (JTL-PS)



	
	Kode yang digunakan oleh pelanggan jaringan PSTN/ISDN dan pelanggan STBS untuk mengakses JTL-PS adalah  ‘086X(Y)(Z)’, di mana X  = 0, 1...9 mencirikan penyelenggara JTL-PS, dan Y,Z = 0, 1...9 mencirikan jenis layanan. Penggunaan digit ‘Y’ dan ‘Z’ diatur sendiri oleh penyelenggara.

Mengingat besarnya potensi JTL-PS bagi penyediaan berbagai macam jasa multimedia, yang sebagian besar diharapkan akan dapat diakses juga dari jaringan PSTN/ISDN dan jaringan STBS, maka dimungkinkan satu JTL-PS memiliki lebih dari satu kode akses ‘086X’, jika hal itu memang dibutuhkan.

Ketentuan mengenai kode akses dalam butir 5.2.5 ini tidak berlaku untuk penyediaan jasa ITKP melalui JTL-PS. Penyediaan jasa ITKP harus mengikuti ketentuan yang diberikan dalam butir 4.8 dan 5.2.4.



	5.3
Penomoran dalam jaringan telepon tetap ( PSTN / ISDN )

5.3.1

Nomor (Signifikan) Nasional


	
	Dalam FTP Nasional 2000 ini, Nomor (Signifikan) Nasional untuk pelanggan telepon pada jaringan tetap mempunyai panjang 10 digit,  terdiri atas 2 atau 3 digit Kode Wilayah dalam kombinasi dengan 8 atau 7 digit  Nomor Pelanggan.



	(Pr.)AB – DEFG - X1 X2 X3 X4
	atau
	(Pr.)ABC - DEF - X1 X2 X3 X4


	
	di mana AB atau ABC menunjukkan kode wilayah dan ( DEFG-X1 X2 X3 X4 ) atau ( DEF-X1 X2 X3 X4 ) menunjukkan nomor pelanggan. Terhadap batas maksimum yang ditetapkan oleh ITU-T, masih tersedia cadangan sebanyak 3 digit.



	5.3.2

Kode Wilayah


	
	Kode Wilayah mengunakan digit awal A = 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 9. Keseluruhan alokasi kode wilayah diikhtisarkan dalam LAMPIRAN 1.



	5.3.3

Nomor Pelanggan Telepon


	5.3.3.1
	Nomor Pelanggan telepon mempunyai panjang 8 digit untuk wilayah dengan kode AB, dan 7 digit untuk wilayah dengan kode ABC, dengan format sebagai berikut:  


	D E F (G) -  X1  X2  X3  X4
	          ( D = 2 ... 9 )


	5.3.3.2
	Di dalam satu wilayah penomoran seluruh nomor pelanggan harus mempunyai panjang yang sama, namun untuk keadaan yang sifatnya sementara, boleh digunakan nomor dengan panjang campuran, dengan tujuan mempercepat proses ekspansi di wilayah tersebut.   



	5.3.4

Blok Nomor Pelanggan


	5.3.4.1
	Untuk meningkatkan efisiensi dalam penggunaan nomor, Nomor Pelanggan  ditempatkan di bawah pengendalian Ditjen POSTEL, dan dialokasikan kepada penyelenggara sesuai dengan kebutuhannya, dalam kelipatan blok-blok nomor yang berisikan 10.000 nomor pelanggan. Untuk wilayah ABC,  setiap blok nomor diidentifikasikan oleh 3 digit pertama dari nomor pelanggan yaitu DEF, sedang untuk wilayah AB oleh 4 digit pertama dari nomor pelanggan, yaitu DEFG. 

Uraian lebih lanjut tentang ketentuan pengalokasian nomor pelanggan diberikan dalam LAMPIRAN 4.



	5.3.4.2
	Pengaturan selanjutnya dari nomor-nomor yang sudah dialokasikan (yakni bagian: X1 X2 X3 X4) dilakukan sendiri oleh penyelenggara.



	5.3.5

Kode Penyelenggara


	5.3.5.1
	Empat digit pertama (atau tiga digit pertama, untuk wilayah ABC) dari Nomor Pelanggan, DEF(G) yang menjadi identitas dari blok nomor yang diuraikan pada butir 5.3.4 di atas, juga mempunyai fungsi administratif sebagai Kode Penyelenggara. Satu penyelenggaraan dapat mempunyai lebih dari satu kode penyelenggara.



	5.3.5.2
	Penyelenggara yang memperoleh alokasi blok nomor dalam jumlah besar sekaligus (lihat LAMPIRAN 4), dapat menggunakan kode penyelenggara yang ‘dipersingkat’, yaitu: DEF-, atau DE-, ataupun D-, tergantung pada jumlah dan struktur blok nomor yang diperolehnya.



	5.3.5.3
	Dalam hal diperlukan identitas penyelenggara yang tidak ada duanya sampai ke tingkat nasional, maka kode penyelenggara pada butir 5.3.5.1 dan 5.3.5.2 di atas harus digunakan dalam kombinasi dengan kode wilayah.


	Identitas Penyelenggara  =  Kode Wilayah  +  Kode Penyelenggara


	5.3.5.4
	Penggunaan lebih lanjut dari kode penyelenggara diserahkan kepada masing-masing penyelenggara.



	5.3.6

Kode Sentral


	5.3.6.1
	Untuk berbagai keperluan, terutama untuk ruting dan pembebanan, 4 digit (atau 3 digit) pertama dari Nomor Pelanggan juga mempunyai fungsi operasional sebagai Kode Sentral. Dalam panggilan lokal, sentral asal harus menganalisa digit-digit tersebut untuk menyalurkan panggilan ke tujuannya. Satu sentral dapat memiliki lebih dari satu kode sentral.



	5.3.6.2
	Penggunaan lebih lanjut dari Kode Sentral diserahkan kepada masing-masing penyelenggara.



	5.3.7

Nomor Khusus 



	5.3.7.1
	Penggunaan nomor khusus diatur dan dikendalikan oleh Ditjen POSTEL, dialokasikan dari kelompok nomor dengan digit awal ‘1’.



	5.3.7.2
	Nomor pelayanan darurat adalah:

Polisi :   110

Pemadam Kebakaran:  113

SAR :  115
Ambulans :  118

Khusus untuk pelanggan STBS digunakan nomor darurat : 112

Nomor pelayanan darurat berlaku secara nasional; pelayanan yang sama dapat diakses dengan memutar nomor yang sama di semua jaringan telekomunikasi di Indonesia, baik jaringan tetap maupun jaringan bergerak (STBS).

Setiap penyelenggaraan jaringan tetap lokal yang menyelenggarakan jasa teleponi dasar, dan setiap  penyelenggaraan STBS, wajib segera mengaktifkan nomor-nomor darurat tersebut sejak saat mulai beroperasi secara komersial. Pelaksanaannya dapat dilakukan secara sendiri-sendiri atau dengan bekerjasama dengan penyelenggara jaringan lokal lain.

  

	5.3.7.3
	Nomor pelayanan pelanggan terdiri atas 3 atau 5 digit tergantung pada fungsinya, dan dapat berlaku secara nasional atau lokal tergantung pada tingkat kepentingannya. Pada dasarnya setiap penyelenggara dapat memperoleh nomor pelayanan pelanggan untuk keperluan lingkungannya sendiri. Meskipun demikian, untuk jenis-jenis pelayanan tertentu, satu nomor dapat digunakan secara bersama oleh semua penyelenggara yang beroperasi di dalam wilayah lokal yang sama. Penggunaan secara bersama yang dimaksud dapat berbentuk:

a)
untuk jenis pelayanan yang dimaksud, para penyelenggara membangun 
pusat pelayanan bersama;

b)
untuk jenis pelayanan yang dimaksud, setiap penyelenggara hanya 
melayani pelanggannya sendiri.



	5.3.7.4
	Nomor pelayanan umum terdiri atas 3 atau 5 digit tergantung pada fungsinya, dan dapat berlaku secara nasional atau lokal tergantung pada tingkat kepentingannya.  

Pemegang hak atas nomor pelayanan umum harus menjalin kerjasama dengan setiap penyelenggara jaringan di mana nomor tersebut dikehendaki untuk diaktifkan.



	5.4
Penomoran dalam jaringan bergerak seluler (STBS)



	5.4.1

Mobile Subscriber International  ISDN Number (MSISDN)


	
	MSISDN adalah nomor internasional untuk terminal/pelanggan jaringan bergerak seluler, terdiri atas Kode Negara (yakni 62 untuk Indonesia), diikuti oleh N(S)N-Mobil yang terdiri atas Kode Tujuan Negara (NDC) dan Nomor Pelanggan. 

Format untuk N(S)N-Mobil adalah sebagai berikut:


	  ABC - X1 X2 X3 X4 ………..


	
	di mana ABC adalah NDC dan X1X2X3X4…. nomor pelanggan.

Hanya NDC yang perlu diatur dan dialokasikan oleh Ditjen POSTEL



	5.4.2

Kode Tujuan Nasional (NDC)


	5.4.2.1
	Untuk setiap penyelenggaraan STBS dialokasikan NDC sendiri, yang terdiri atas 3 digit (ABC), yang juga berfungsi sebagai identitas penyelenggara yang bersangkutan. Satu penyelenggara dimungkinkan untuk mendapat lebih dari satu NDC.



	5.4.2.2
	NDC untuk jaringan bergerak seluler dialokasikan dari kelompok nomor A = 8.

Rincian  alokasi NDC diberikan dalam LAMPIRAN 2.



	5.4.3

Nomor Pelanggan  



	5.4.3.1
	Pada dasarnya pengaturan nomor pelanggan (X1 X2 X3 X4 …) dilakukan sendiri oleh penyelenggara masing-masing, baik mengenai panjang nomor (jumlah digit) yang digunakan, maupun mengenai fungsi/kegunaan dari setiap digit yang digunakan tersebut, dengan tetap memperhatikan panjang maksimum yang dibolehkan untuk N(S)N-Mobil.

Meskipun demikian, dengan diberlakukannya beberapa ‘zona pembebanan’ oleh penyelenggara STBS, maka setiap penyelenggara STBS diwajibkan untuk membuat dan mengumumkan ‘Rencana Penomoran’ yang disesuaikan dengan zona-zona pembebanan yang digunakannya (lihat juga Bab IV – Rencana Pembebanan). 

  

	5.4.4

Penomoran internal dalam penyelenggaraan STBS


	
	Disamping MSISDN yang telah diuraikan di atas, penyelenggaraan STBS (berbasis GSM) menggunakan dua jenis penomoran internal, yaitu IMSI dan MSRN.



	5.4.4.1
	International Mobile Subscriber Identity (IMSI) adalah nomor urut yang diberikan kepada setiap terminal STBS, sebagai identitas yang tidak ada duanya dalam satu wilayah pelayanan STBS.  IMSI tidak diumumkan dan tidak diketahui  oleh pelanggan.

IMSI terdiri atas 3 digit Mobile Country Code (MCC), dikombinasikan dengan 2 digit Mobile Network Code (MNC) yang mencirikan jaringan STBS-induk, dan 10 digit (maksimum) Mobile Station Identification Number (MSIN)


	MCC   +    MNC   +   MSIN


	
	Pengaturan dan penggunaan IMSI sepenuhnya menjadi urusan dan tanggung jawab penyelenggara, dengan memperhatikan hal-hal berikut:

· MCC yang dialokasikan oleh ITU-T untuk Indonesia adalah 510 (ITU-T E.212).

· MNC ditetapkan melalui koordinasi dengan Ditjen POSTEL.



	5.4.4.2
	Mobile Station Roaming Number (MSRN) adalah nomor intern untuk keperluan  ruting dalam kaitannya dengan panggilan ke terminal STBS yang sedang menjelajah (ITU-T Q.1001). MSRN adalah nomor internasional yang dialokasikan secara sementara (selama pelanggan melakukan penjelajahan), dan karenanya menggunakan struktur yang sama dengan  MSISDN. MSRN untuk pelanggan dari negara lain yang menjelajah di Indonesia adalah:


	62 + N(S)N Mobil ‘sementara’


	
	N(S)N-Mobil-sementara menggunakan NDC dari penyelenggara STBS Indonesia yang menerima penjelajahan.

Pengaturan dan penggunaan MSRN sepenuhnya menjadi urusan dan tanggung jawab penyelenggara jaringan bergerak seluler yang menerima penjelajahan.



	5.5
Penomoran dalam jaringan bergerak satelit



	
	Penyelenggaraan jaringan bergerak satelit menggunakan struktur penomoran yang sama dengan N(S)N-Mobil dalam jaringan bergerak seluler (lihat butir 5.4.1). Seperti halnya dengan jaringan bergerak seluler, hanya NDC yang dialokasikan oleh Ditjen POSTEL, sedang nomor pelanggan diatur sendiri oleh penyelenggara.



	5.6
Penomoran dalam penyelenggaraan jasa radio trunking



	
	Penyelenggaraan jasa radio trunking menggunakan struktur penomoran yang sama dengan N(S)N-Mobil dalam jaringan bergerak seluler (lihat butir 5.4.1). Seperti halnya dengan jaringan bergerak seluler, hanya NDC yang dialokasikan oleh Ditjen POSTEL, sedangkan nomor pelanggan diatur sendiri oleh penyelenggara.



	5.7 Penomoran dalam penyelenggaraan jasa Intelligent Network (IN)

5.7.1

Nomor  Nasional Pelayanan


	
	Nomor Nasional Pelayanan mempunyai format yang serupa dengan N(S)N, dan terdiri atas 3 digit Kode Akses Pelayanan dikombinasikan dengan 7 digit Nomor Pelanggan. Panjang nomor pelanggan dapat ditambah sesuai kebutuhan sampai batas maksimum yang ditetapkan dalam Rekomendasi E.164 (05/97), karena tidak harus selalu sama dengan panjang nomor pelanggan telepon (lihat butir 5.3.3.1). 

Nomor Nasional Pelayanan mempunyai format sebagai berikut:


	ABC - D(E) – X1 X2 X3 X4 …………..


	
	di mana ABC adalah kode akses pelayanan, sedang D (atau DE, menurut kebutuhannya) adalah kode penyelenggara yang mencirikan penyelenggara tertentu.  Kode penyelenggara merupakan bagian dari nomor pelanggan.



	5.7.2

Kode Akses Pelayanan (NDC)


	5.7.2.1
	Kode  akses pelayanan  dialokasikan  dari kelompok nomor dengan digit pertama A = 8.



	5.7.2.2
	Kode Akses Pelayanan dialokasikan berdasarkan jenis pelayanannya, seperti Advanced Freephone, Premium Charging (Teleinfo), Credit Card Calling, Universal (Access) Number dan yang lain-lain. Setiap jenis pelayanan memperoleh satu kode akses pelayanan yang harus digunakan secara bersama (sharing) oleh semua penyelenggara yang menawarkan jenis pelayanan yang sama.



	5.7.2.3
	Jenis pelayanan IN berkembang hampir tanpa batas (open ended). ITU-T men-definisikannya tahap demi tahap, dimulai dengan sejumlah pelayanan IN CS-1, CS-2, CS-n dan seterusnya (CS = capability set), padahal tiap pelayanan memerlukan kode aksesnya sendiri. Untuk kode akses pelayanan IN dialokasikan dan dicadangkan ruang penomoran yang  dianggap memadai (lihat LAMPIRAN 2).



	5.7.3

Nomor Pelanggan   


	5.7.3.1
	Pengalokasian kode penyelenggara (digit D) diatur oleh Ditjen POSTEL.

Dalam hal jumlah penyelenggara yang menyediakan jenis jasa IN tertentu diperkirakan melampaui jumlah kode yang tersedia, maka kode penyelenggara harus menggunakan kombinasi 2 digit (DE).



	5.7.3.2
	Pengaturan bagian nomor pelanggan di belakang kode penyelenggara (yakni X1 X2 X3 X4….) dilakukan sendiri oleh penyelenggara.



	6
REFERENSI



	
	1)
Rekomendasi ITU-T  E.164 (05/97)

2)
Rekomendasi ITU-T  E.166 / X.122

3)
Rekomendasi ITU-T E.212

4)
Rekomendasi ITU-T E.213

5)
Rekomendasi ITU-T Q.1001

6)
Rekomendasi ITU-T  X.121


LAMPIRAN 1:
Alokasi Kode Wilayah

	1.
	Untuk pengalokasian Kode Wilayah, wilayah Republik Indonesia dibagi dalam 7 distrik penomoran, masing-masing ditandai oleh digit-A . 

Untuk Kode Wilayah digunakan digit-A = 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 9, seperti ditunjukkan dalam gambar peta di bawah ini.





Alokasi digit-A dalam Kode Wilayah Jaringan Telepon Indonesia

	2.
	Tiap distrik penomoran dibagi dalam 10 sub-distrik, di mana tiap sub-distrik ini dicirikan oleh kombinasi digit-AB dalam kode wilayah. Tiap sub-distrik tersebut dibagi lagi dalam 10 wilayah penomoran, yang dicirikan dengan digit-ABC dalam kode wilayah, kecuali untuk wilayah penomoran yang menggunakan kode dua digit.



	3.
	Kode Wilayah yang telah ditetapkan dirinci dalam tabel berikut.


AL SEQ CHAPTER \h \r 1OKASI KODE WILAYAH

(A = 2)

	Wilayah Penomoran Jakarta, Jawa Barat, JawaTengah, Yogyakarta

	DIGIT

B =
	DIGIT  C =

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	0

	1
	Jaringan Lokal Jakarta (Kode Wilayah  dua -  digit)

	2
	Jaringan Lokal Bandung (Kode  Wilayah  dua - digit)

	3
	Cirebon
	Kuningan
	Majalengka
	Indramayu
	
	
	
	
	
	

	4
	Jaringan Lokal Semarang (Kode Wilayah  dua - digit)

	5
	Bogor
	Rangkasbitung
	Pandeglang
	Serang
	
	
	
	
	
	

	6
	Sumedang
	Garut
	Cianjur
	Purwakarta
	Tasikmalaya
	Sukabumi
	Karawang
	
	Pameungpeuk
	

	7
	Solo
	Klaten
	Wonogiri
	Yogyakarta
	Purworejo
	Boyolali
	
	
	
	

	8
	Purwokerto
	Cilacap
	Tegal
	Pemalang
	Pekalongan
	Wonosobo
	Kebumen
	
	Bumiayu
	Majenang

	9
	Kudus
	Purwodadi
	Magelang
	Kendal
	Pati
	Blora
	Karimunjawa
	Salatiga
	
	

	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ALOKASI KODE WILAYAH

(A = 3)

	Wilayah Penomoran Jawa Timur, Bali, NTB, NTT

	DIGIT     B =
	D I G I T  C =

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	0

	 1
	Jaringan lokal Surabaya (Kode Wilayah dua - digit)

	2
	Mojokerto
	Lamongan
	Sampang
	Pamekasan
	Sangkapura
	Gayam
	Pabean
	Sumenep
	
	

	3
	Jember
	Bondowoso
	Banyuwangi
	Lumajang
	Probolinggo
	Tanggul
	
	Situbondo
	
	

	4
	Malang
	Blitar
	Pasuruan
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Madiun
	Ponorogo
	Bojonegoro
	Kediri
	Tulungagung
	Tuban
	Pacitan
	Nganjuk
	
	

	6
	Denpasar
	Singaraja
	Amlapura


	
	Negara
	Klungkung
	
	Baturiti
	Pupuan
	

	
	Sumbawa besar
	Alas
	Dompu
	Bima
	
	Selong
	
	
	
	Mataram

	8
	Ende
	Maumere
	Larantuka
	Bajawa
	Ruteng
	Kalabahi
	Waingapu/

Waikabuba

/WaikabubaWaikabubaWaikabubaWaikabba
	Soe/

Kefamenanu
	Atambua
	Kupang

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ALOKASI KODE WILAYAH

(A = 4)

	  Wilayah  Penomoran Sulawesi            

	DIGIT

B =
	DIGIT  C =

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	0

	1
	Ujung Pandang
	
	Bantaeng
	Benteng
	Tanah jampea
	
	Malino
	Takalar
	Jeneponto
	Pangkep

	2
	Parepare
	Majene
	Rantepoa
	
	
	Mamuju
	Barru
	Polewali
	Karosa
	Enrekang

	3
	Manado


	Tahuna
	Beo
	Kotamobagu
	Gorontalo
	
	
	Bitung
	
	Amurang

	4
	
	Kwandang
	Marisa
	Tilamuta
	Paleleh
	
	
	
	
	

	5
	Palu


	Poso
	Toli-toli
	
	
	Pasangkayu
	
	Tentena
	
	Parigi

	6
	Luwuk
	Banggai
	Katupa
	Ampana
	Kolonedale
	
	
	
	
	

	7
	Palopo
	
	Masamba
	Malili
	Soroako
	
	
	
	
	

	8
	Watampone
	Sinjai
	
	Watansopeng
	Sengkang
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0
	Kendari
	Baubau
	Raha
	Wanci
	Kolaka
	Malamala
	Waweheo
	Unaaha
	Bungku
	


ALOKASI KODE WILAYAH

(A = 5)

	  Wilayah  Penomoran Kalimantan          

	DIGIT         B =
	DIGIT  C =

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	0

	1
	Banjarmasin
	Pleihari
	Kuala Kapuas
	
	Batu  Licin
	
	Kandangan
	Kotabaru
	
	Marabahan

	2
	
	
	Ampah
	
	Buntok
	Tanjung
	Amuntai
	Purukcahu
	Muarateweh
	

	3
	Sampit
	Pangkalan
	Tumbang samba
	Kuala Kuayan
	
	Palangkaraya
	Kuala Kurun
	
	
	

	4
	Samarinda
	Balikpapan
	Tanah Grogot
	Tiongohang
	Longiram
	Tabang
	Sangkulirang
	Bontang
	Sangata
	

	5
	Tarakan
	Tanjung Selor
	Malinau
	Tanjungredep
	Longnawang
	Nunukan
	
	
	
	

	6
	Pontianak
	Singkawang
	Ngabang
	Sanggau
	
	
	
	Sambas
	Balai Arangan
	Mempawah

	7
	Ketapang
	Kendawangan
	Sukadana
	Nangatayap
	Pd. Karimata
	
	
	
	
	

	8
	Sintang
	Semitau
	Putussibau
	Nangapinoh
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ALOKASI KODE WILAYAH

(A = 6)

	Wilayah  Penomoran NAD, Sumatera Utara

	DIGIT      B =
	DIGIT  C =

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	0

	1
	Jaringan Lokal Medan  (Kode Wilayah  dua - digit)

	2
	Tebingtinggi
	Pg.Siantar
	Kisaran
	Rantau Prapat
	Parapat
	Pangururan
	Sidikalang
	Kabanjahe
	Kutacane
	Pangk. Brandan

	3
	Sibolga
	Balige
	Tarutung
	Pd. Sidempuan
	Gunungtua
	Panyabungan
	Natal
	Telo
	Gunung Sitoli
	Teluk Dalam

	4
	Langsa
	Blangkejeren
	Takengon
	Bireun
	Lhok Seumawe
	Idi
	
	
	
	

	5
	Banda Aceh
	Sabang
	Sigli
	Calang
	Meulaboh
	Tapaktuan
	Bakongan
	Singkil
	Kep.Banyak
	Sinabang

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ALOKASI KODE WILAYAH

(A = 7)

	   WilayahPenomoran Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan

	DIGIT       B =
	DIGIT  C =

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	0

	1
	Palembang
	Kayu Agung
	Prabumulih
	Sekayu
	
	Mentok
	Pangkal Pinang
	Koba
	Tanjung Pandan
	

	2
	B. Lampung

Pringsewu
	Kota Agung
	Liwa
	Kotabumi
	Metro

Bandar Jaya
	Manggala
	Kalianda
	
	
	

	3
	Lahat
	Curup
	Lubuk Linggau
	Muaraenim
	Baturaja
	Bengkulu
	Argamakmur
	Muara Aman
	Manna
	Pagaralam

	4
	Jambi
	Kuala Tungkal
	Muarabulian
	Muaratebo
	Sarolangun
	Bangko
	Muarabungo
	Sungai Penuh
	
	

	5
	Padang
	Bukittinggi
	Lubuk Sikaping
	Sijunjung
	Solok
	Painan
	Balaisalasa
	Matobe
	Muara Siberut
	

	6
	Pekanbaru
	Bangkinang
	Selat Panjang
	Siak Sriindrapura
	Dumai
	Bengkalis
	Bagan Siapiapi
	Tembilahan
	Rengat
	Teluk Kuantan

	7
	Tanjung Pinang
	Tareumpa
	Ranai
	Natuna Selatan
	P. Tembelan
	Dabosingkep
	Tanjungbalai
	Sekupang
	Tanjung Batu
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ALOKASI KODE WILAYAH

(A = 9)

	   Wilayah Penomoran Maluku, Irian Jaya

	DIGIT         B =
	DIGIT  C =

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	0

	1
	Ambon
	Piru
	Namlea
	Masohi
	Bula
	Tual
	Dobo
	Saumlaki
	Tepa
	Bandaneira

	2
	Ternate

Soasiu
	Jailolo
	Pitu (Morotai)
	Tobelo
	Weda
	Umera
	Labuha
	Laiwui
	Sanana
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Sorong
	Teminabuha
	Kabare
	
	Bintuni
	Fak-Fak
	Kaimana
	Makbon
	Seget
	Babo

	6
	
	Ilaga
	Bokondini
	Genyem
	Senggi
	Sarmi
	Jayapura
	
	Wamena
	Tiom

	7
	Merauke
	Okaba
	Kimaan
	Bade
	Tanah Merah
	
	Kamur
	Waropko
	Senggo
	

	8
	Biak
	Waren
	Serui
	Nabire
	Oransbari
	Manokwari
	Korido
	Numfor
	Windesi
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0
	Timika
	Agat
	Enarotali
	Semini
	
	
	
	
	
	


LAMPIRAN 2:
Ikhtisar Peruntukan Nomor

	KOMBINASI

DIGIT  
	PERUNTUKAN
	CATATAN

	11X :


	Nomor panggilan darurat 

110 - Polisi

112 - Panggilan darurat (yanmas POLRI),  khusus untuk terminal STBS

113 - Pemadam kebakaran

115 - S A R

118 - Ambulans



	12X(Y)(Z)
	Penggunaan akan diatur lebih lanjut 

	13X(Y)(Z)
	Penggunaan akan diatur lebih lanjut 

	130XY
	Kode Akses untuk RPUU

X,Y = 0, 1 - 9

	14X(Y)(Z)
	Penggunaan akan diatur lebih lanjut 

	15X(Y)(Z)
	Penggunaan akan diatur lebih lanjut 

	16X(Y)(Z)
	Penggunaan akan diatur lebih lanjut 

	17X(Y)(Z)
	Penggunaan akan diatur lebih lanjut
X ( 0

	170XY
	Kode Akses untuk  ITKP dua tahap
X,Y = 0, 1 - 9

	18X(Y)(Z)
	Penggunaan akan diatur lebih lanjut 

	19X(Y)(Z)
	Penggunaan akan diatur lebih lanjut 

	10X(Y)(Z)
	Penggunaan akan diatur lebih lanjut 

	
	
	

	Xyyyy….
	Nomor pelanggan PSTN

	  X = 2 – 9

	
	
	

	0
	Prefiks Nasional

	00X
	Prefiks SLI
	X = 1 - 9    

	000
	Penggunaan akan diatur lebih lanjut

	01X
	Prefiks SLJJ
	X = 1 - 9 

	010X
	Prefiks ITKP satu tahap,

sambungan internasional
	X = 0; 1 - 9

	010X0
	Prefiks ITKP satu tahap,

jarak jauh nasional
	X sesuai dengan X untuk sambungan internasional

	(0)AB(C)
	Kode Wilayah
	A =2 - 7; 9 ;   B,C = 0; 1 - 9

	(0)81X
	NDC untuk STBS nasional
	 

	(0)82X
	NDC untuk STBS nasional

	(0)83X 
	NDC untuk STBS regional  

	(0)84X
	NDC untuk STBS nasional 

	(0)85X
	NDC untuk STBS nasional  

	(0)86X(Y)
	Kode Akses ke jaringan berbasis packet switched

	(0)87X
	Pelayanan IN nasional 
	

	(0)88X
	Pelayanan IN nasional 
	

	(0)89X
	Pelayanan IN nasional 
	

	(0)80X


	Pelayanan IN nasional :

(0)801  - Universal Personal Telecommunication (UPT)

(0)802  - Cadangan untuk UPT

(0)803  - Cadangan untuk UPT

(0)804  - Cadangan untuk UPT

(0)805  - Virtual Private Network (VPN)

(0)806  - Mass calling (MAS)

(0)807  - Universal Access Number (UAN)

(0)808  - Credit/Account Card Calling (CCC/ACC)

(0)809  - Premium Call (PRM)

(0)800  - Freephone (FPH)
	


LAMPIRAN 3:
Penetapan DNIC untuk Jaringan Data Indonesia

DCC yang dialokasikan ITU kepada Indonesia adalah 510 (Annex D, Rekomendasi ITU-T X.121). Berdasarkan alokasi tersebut Ditjen POSTEL telah menetapkan DNIC untuk jaringan data di Indonesia sebagai berikut:

	Sistem Komunikasi Data Paket (SKDP)

Frame Relay

Store Forward Fax

VSAT

Cadangan
	:

:

:

:

:
	5101

5104

5105

5106

510X (X … 1,4,5,6)




LAMPIRAN 4:
Pengaturan dan Pengalokasian Nomor Pelanggan pada




Jaringan Telepon Tetap

	1.
	LATAR BELAKANG



	
	LAMPIRAN 4 ini memberikan penjelasan tentang pokok-pokok pengaturan dan pengalokasian nomor pelanggan PSTN dan ISDN, sehubungan dengan perubahan kondisi lingkungan dari satu penyelenggara menjadi banyak penyelenggara. 

Berlakunya UU No. 36 Tahun 1999 membuka peluang bagi tampilnya penyelenggara-penyelenggara baru, baik yang berukuran besar, sedang maupun kecil, yang jumlahnya di masing-masing wilayah penomoran tidak dapat diperkirakan secara tepat. Masing-masing penyelenggara baru tersebut akan mempunyai pelanggan sendiri, dan dengan demikian akan membutuhkan alokasi nomor pelanggan baru. 

Untuk memenuhi kebutuhan penyelenggara baru akan nomor pelanggan, kapasitas skema penomoran harus diperbesar. Disamping itu, untuk meningkatkan efisiensi penggunaan nomor, pengaturan dan pengalokasian nomor pelanggan tidak sepenuhnya diserahkan kepada penyelenggara, melainkan dilakukan oleh Ditjen POSTEL selaku wakil pemerintah.



	2.
	KAPASITAS SKEMA PENOMORAN



	
	Melalui FTP Nasional 2000 ini, Nomor Pelanggan untuk pelanggan telepon dan ISDN diubah dari semula 7 digit menjadi 8 digit untuk wilayah penomoran dengan kode wilayah 2 digit, dan dari 6 digit menjadi 7 digit untuk wilayah penomoran dengan kode wilayah 3 digit:

(AB) – DEFG X1 X2 X3 X4  (kapasitas maksimum 80 juta nomor)

atau

(ABC) – DEF X1 X2 X3 X4  (kapasitas maksimum 8 juta nomor)

[ D = 2 ... 9 ]



	3.
	PENGALOKASIAN BLOK NOMOR



	3.1
	Penyelenggara yang membutuhkan nomor untuk calon pelanggannya, baik penyelenggara yang baru memulai usahanya, maupun yang akan mengadakan ekspansi jaringannya,  harus mengajukan permintaan alokasi nomor kepada Ditjen POSTEL. Ditjen POSTEL mengalokasikan nomor pelanggan yang diminta berdasarkan kriteria yang diberikan di bawah ini, dan juga menetapkan untuk wilayah penomoran (kode wilayah) mana nomor pelanggan yang dimaksud akan dipergunakan.



	3.2
	Pengalokasian nomor oleh Ditjen POSTEL kepada penyelenggara dilakukan dalam bentuk blok-blok nomor. Setiap blok nomor berisi 10.000 nomor pelanggan, yang dicirikan oleh 4 digit pertama dari nomor pelanggan ( D E F G ) untuk kode wilayah 2 digit, atau oleh 3 digit pertama dari nomor pelanggan (DEF) untuk kode wilayah 3 digit 

Selanjutnya pembagian nomor kepada masing-masing pelanggan dari blok-blok nomor yang sudah dialokasikan, diatur sendiri oleh penyelenggara yang bersangkutan.



	3.3
	Setiap penyelenggara hanya dibenarkan untuk mengajukan permintaan blok nomor dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhannya. Penyelenggara kecil dengan calon pelanggan dalam jumlah sedikit, seyogyanya hanya mengajukan permintaan untuk beberapa blok nomor saja, sedangkan penyelenggara besar dengan calon pelanggan dalam jumlah besar dapat mengajukan permintaan untuk beberapa puluh, beberapa ratus, bahkan beberapa ribu blok nomor sekaligus, jika dapat memberikan justifikasi yang kuat untuk mendukung permintaannya tersebut.



	3.4
	Atas blok nomor yang dialokasikan, penyelenggara yang memperolehnya dikenai biaya yang besarnya akan ditentukan melalui ketetapan tersendiri.



	3.5
	Pada dasarnya pengalokasian blok nomor kepada penyelenggara di dalam suatu wilayah penomoran dilakukan secara bebas, tidak dikaitkan dengan lokasi sentral ataupun dengan bagian wilayah di mana calon pelanggan berada. Setiap permintaan yang diajukan, apabila sudah memenuhi persyaratan-persyaratan yang lain (administratif, finansial/komersial dll.), akan dipenuhi berdasarkan urutan tanggal diajukannya permintaan. 



	3.6
	Meskipun demikian, permintaan blok nomor dalam jumlah besar yang diajukan sekaligus, sedapat mungkin akan dipenuhi dengan blok-blok nomor yang saling bersambung, namun tidak ada jaminan bahwa hal itu akan selalu dapat dilakukan:



	
	a. Permintaan 10 blok nomor sekaligus, sedapat mungkin akan dipenuhi dalam bentuk 1 ‘super-blok’ yang dicirikan oleh 3 digit (atau 2 digit) pertama dari nomor pelanggan (DEF atau DE);

b. Permintaan 100 blok nomor sekaligus, sedapat mungkin akan dipenuhi dalam bentuk 1 ‘super-super-blok’ yang dicirikan oleh 2 digit (atau 1 digit) pertama dari nomor pelanggan (DE atau D);

c. Permintaan blok nomor tambahan untuk keperluan ekspansi, sedapat mungkin akan dipenuhi dengan blok-blok nomor yang bersambung dengan blok nomor yang sudah dikuasai oleh penyelenggara yang bersangkutan, namun tidak ada jaminan bahwa hal itu akan selalu dapat dilakukan.



	3.7
	Dengan tetap mempertimbangkan persyaratan-persyaratan lain yang terkait (administratif, finansial/komersial dll.), permintaan blok nomor tambahan untuk keperluan ekspansi akan dipenuhi jika sekurang-kurangnya 75% dari nomor-nomor yang sudah dialokasikan telah terpakai/terjual.



	4
	PENYESUAIAN NOMOR PELANGGAN JARINGAN YANG SUDAH ADA



	4.1
	Penyelenggaraan jaringan tetap lokal yang sudah ada sebelum berlakunya ketentuan mengenai pengaturan dan pengalokasian nomor pelanggan ini, harus mengadakan penyesuaian pada nomor pelanggannya dan berpindah dari skema penomoran lama (7 dan 6 digit) ke dalam skema penomoran baru (8 dan 7 digit). Untuk itu penyelenggara lama mendapat kesempatan pertama untuk memilih dan merundingkan dengan Ditjen POSTEL, blok, dan/atau super-blok, dan/atau super-super-blok nomor yang akan dipakai, yang dianggap paling sesuai dengan kebutuhan operasionalnya atau kebutuhan pelanggannya.



	4.2
	Untuk menyelesaikan penyesuaian nomor pelanggan tersebut, kepada penyelenggara    diberikan masa transisi yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Dirjen POSTEL. Pada akhir masa transisi seluruh pelanggan telepon sudah mempergunakan nomor pelanggan berdasarkan skema baru.



	5
	PENGGUNAAN ULANG NOMOR PELANGGAN



	
	Nomor pelanggan yang karena satu dan lain sebab tidak dipergunakan lagi oleh pelanggan pemiliknya, harus dimanfaatkan untuk calon pelanggan lain yang membutuhkan. Meskipun demikian, tenggang waktu antara saat nomor pelanggan dikembalikan oleh pelanggan/pemilik lama dan saat nomor tersebut diberikan kepada pelanggan baru, tidak boleh kurang dari 180 hari kalender. 
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